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Abstrak  
 

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam 
proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris 
dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH Perdata 
terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai 
alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat 
tidaknya fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan 
tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ketahui bahwa : 1) Praktek legalisasi 
oleh Notaris bahwa legalisasi merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya 
perjanjian, sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi 
memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun 
tandatangan dari para pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian 
tersebut. Dalam hal ini para pihak yang namanya tercantum dalam surat itu dan 
membubuhkan tandatangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan 
bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena 
isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak 
membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum yang bersangkutan dan 
dihadapan saksi-saksi; 2) Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah 
tangan yang dilegalisainya adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti 
bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. 
Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus 
mengenal orang yang menandatangan tersebut dengan cara melihat tanda 
pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi 
kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya 
dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu 
sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan 
sebagai Notaris; 3) Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada 
akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para 
pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta 
di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan 
orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan 
terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Berbeda dengan 
akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di 
bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk 
mempertimbangkannya ( Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata ). 

 
Kata Kunci : Pembuktian, Akta Di bawah Tangan, Legalisasi 



Abstract  
 

Deed verification strength underhand as a means of proof in course of 
conference at court that related with notary public authority in legalization. Based 
on paragraph 1874,1874 (a),  and 1880 KUH Perdata civil towards mail proof must 
there legalization from official functionary. This research aims to detect deed 
strength underhand as a means of proof in course of conference at court, to detect 
can not it function legalization on deed that made underhand give verification 
strength addition in session at court. 

Based on result research, can know that: 1) practice legalization by notary 
public that is legalization be acknowledgement hits date is maked it agreement, so 
that deed underhand that get legalization give certainty for judge has hitted date, 
identity, also sign from the parties concerned and related in agreement. in this 
case the parties the names included in that mail and signing be that mail not again 
say that the parties or one of the parties doesn't detect to what that mail contents, 
because its contents has been read and explained beforehand before the parties 
signing to face general officials concerned and to face witnesses; 2) notary public 
responsibility on deed truth under hand legalization hit signature certainty means 
certain that that signature is really side in agreement, not another person. be said 
such because legalization that mail conditional must know one who signing by see 
the identification sign like citizen sign card and others. If legalization know true the 
person, so then they that is signing to face legalization at the (time) of, day and 
that date also. besides along still has authority to run function task as notary 
public; 3) legal consequences in verification at court in the case of there deed 
under hand legalization by notary public doesn't has perfect verification strength 
because lay in sign the parties if admitted, be perfect proof likes authentic deed. a 
deed underhand only give perfect verification by person profit to whom signing 
wants to give proof, while towards the verification strength third party free. Differen 
from authentic deed that has definitive verification strength, so towards deed under 
hand the verification strength resides in judge hand for the considering (paragraph 
1881 verses (2) KUH Perdata).  
  
Keyword: verification, deed under hand, legalization 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah 

tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar 

kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, 

sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.1 

Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang 

ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-

akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, 

perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, 

dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta 

yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut 

harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka 

pengadilan.2  

 

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUH 

Perdata, yang mengatakan bahwa: 

                                                 
1 http:/irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/. Akses 

internet tanggal 16 Nopember 2009 
2 http:/irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/. Akses 

internet tanggal 16 Nopember 2009 
 

 

1 



“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan 
oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai 
umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.” 
 

Apabila diambil intinya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut:3 

1) Bentuknya sesuai undang-undang 

Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain 

sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga 

akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya 

berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas 

kebebasan berkontrak; 

2) Dibuat oleh 

Dibuat oleh pegawai yang bersangkutan membuat akta itu, jenisnya berupa 

proces verbaal atau ambtelijke akte; 

3) Di hadapan pejabat umum yg berwenang 

Artinya yang membuat adalah pihak-pihak yang bersangkutan, sedang 

pegawai umum (notaris) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk 

akta dan kemudian membacakan isinya kepada para pihak (partij akte); 

4) Kekuatan pembuktian yang sempurna; 

5) Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus 

membuktikan mengenai ketidak benarannya. 

                                                 
3 http:/irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/. Akses 

internet tanggal 16 Nopember 2009 
 



Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya Notaris, karena 

yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah 

pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan 

pencatatan tersebut, misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang 

bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat 

Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya. 

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan 

kekhasan tersendiri, berupa: 

1) Bentuknya bebas; 

2) Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum; 

3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh 

pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi 

kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya); 

4) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi 

juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam 

akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah 

dewasa untuk memperkuat pembuktian. 

Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk 

kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu 

pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal 

pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan 



akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan 

tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. 

Walapun  istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, 

namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan 

pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti.   Akta otentik 

adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk 

membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-

undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. 

Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang 

ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, 

sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan 

sebagai alat bukti di depan Pengadilan. Sedangkan istilah surat di bawah 

tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian 

antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris 

sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas.   

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat 

sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan 

hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut.  

Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila 

para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian 

tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya 

salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang 



ada dalam perjanjian tersebut.  Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik 

atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan. 

Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu 

kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan 

hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan 

suatu pembuktian. Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim 

tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengkataan.4 Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah 

terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus 

mempertanggungjawabkannya.5 Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo 

pembuktian adalah:6 

”pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara 
historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa 
yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis 
maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti 
mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu 
dianggap benar”. 

 
Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam 

proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang 

notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH 

                                                 
4 R. Subekti, Hukum Pembuktian, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 1. 
 
5 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 133. 
6 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, ed. 5, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 

1999), hal.109. 
 



Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang 

berwenang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di 

bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, 

untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di 

bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di 

pengadilan. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti 

lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang 

berjudul: “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG 

DILEGALISASI OLEH NOTARIS”.  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah praktek legalisasi oleh Notaris? 

2. Bagimanakah tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan 

yang dilegalisainya ? 

3. Dalam hal ada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, apa 

akibat hukumnya dalam pembuktian di pengadilan  ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui praktek legalisasi oleh Notaris; 

2. Untuk mengetahui tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah 

tangan yang dilegalisainya; 



3. Untuk mengetahui akibat hukumnya dalam pembuktian di pengadilan 

dalam hal ada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada 

masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan  

pembuktian akta di bawah tangan dalam persidangan perkara perdata. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya tentang kekuatan pembuktian akta 

di bawah tangan dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi, 

sekaligus sebagai  bahan   kepustakaan   bagi   penelitian   yang   

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. 

Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan 

kenotariatan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Dasar pemeriksaan perkara di pengadilan diperlukan terungkapnya 

kebenaran-kebenaran dapat diperoleh melalui proses pembuktian. Berbicara 

mengenai pembuktian, maka ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 



1. Siapa yang membuktikan 

Mengenai hal ini, maka siapa yang membuktikan adalah bukan 

hakim melainkan pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan/atau 

tergugat. Menurut ketentuan Pasal 163 HIR, ditentukan sebagai berikut : 

“barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu 
peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau membatah 
hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau 
kejadian itu.” 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut di atas diketahui 

bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan 

suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus 

membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan. Dengan 

kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah 

pihak, baik penggugat maupun tergugat.  

Namun demikian, pasal ini kurang lengkap, mestinya ditambah “jika 

dibantah”. Sebab kalau orang mengatakan berhak atau menunjuk suatu 

peristiwa dan hak (peristiwa) itu diakui oleh pihak lawan, maka peristiwa 

atau hak yang didalilkan tersebut tidak perlu dibuktikan.7 Namun kadang-

kadang dalam suatu proses terdapat keadaan masing-masing pihak 

mengalami kesulitan untuk pembuktian. Dalam keadaan demikian, harus 

diketahui siapa yang dibebani pembuktian apakah tergugat atau 

penggugat.  

                                                 
7 Mochammad Dja’is dan RMJ. Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR, (Semarang : Badan 

Penerbit Undip, 2008). Hal. 148-149 



Hal ini berkaitan dengan risiko pembuktian, maksudnya adalah 

dalam keadaan kedua belah pihak kesulitan membuktikan, maka 

berdasarkan risiko pembuktian tersebut, pihak yang terbebani pembuktian 

adalah yang dikalahkan oleh hakim. Siapa yang menanggung risiko 

pembuktian ditentukan berdasarkan teori- teori tentang beban pembuktian. 

2. Apa yang harus dibuktikan 

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka 

pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau 

peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada 

pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, 

hakimlah yang menentukan “apa yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang 

barus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan 

pembagian beban pembuktian.8 

Hal yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan adalah 

kebenaran tentang faktanya bukan tentang hukumnya, karena masalah 

hukum adalah persoalan hakim yang berkaitan dengan asas ius curia novit 

(hakim mengenal hukum) dan bukan persoalan para pihak.  

Dalam pembuktian apabila salalu satu pihak diberi kewajiban untuk 

membuktikan suatu hal ternyata tidak dapat membuktikannya, maka pihak 

tersebut akan dikalahkan dalam persidangan. Dengan demikian dalam 

melakukan pembagian beban pembuktian, hakim harus bertindak bijaksana 

                                                 
8 Soebekti, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 

Cetakan Kelima, 1990), hal. 98 



dan adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diberatkan 

oleh beban pembuktian tersebut. 

Undang-undang memberikan pedoman umum bagi hakim dalam 

menentukan pembagian beban pembuktian yaitu pada Pasal 163 HIR. dan 

Pasal 1865 KUHPerdata. Hakim dalam menentukan beban pembuktian 

harus mempertimbangkan keadaan yang konkrit, tidak hanya pada satu 

pihak dari beban pembuktian, melainkan kedua belah pihak mendapat 

beban pembuktian. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa beban 

pembuktian diusahakan agar dititikberatkan pada pihak yang paling sedikit 

dirugikan ia diberikan beban pembuktian. 

3. Bagaimana caranya membuktikan  

Dalam proses beracara perdata, tentu melewati tahap-tahap 

sebagaimana yang telah digariskan di dalam HIR. Dari bebagai rangkaian 

proses tersebut ada yang sangat vital yang dapat menentukan kalah atau 

menangnya para pihak, yaitu pembuktian. Pembuktian ini adalah 

memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang 

menjadi dasar gugatan/ bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. 

Perlu diperhatikan lagi bahwasanya Hukum pembuktian dalam hukum 

acara perdata menduduki tempat yang amat penting.  

Hukum pembuktian secara formil mengatur bagaimana 

mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam HIR, sedangkan 

dalam arti materiil mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan 



alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari 

bukti itu. Di sini, hal yang perlu dibuktikan hanyalah hal yang dibantah 

oleh pihak lawan saja.  

Dalam proses pembuktian di pengadilan tentu diperlukan alat bukti, 

antara lain berupa akta. Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi 

akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yag 

dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, 

menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun 

tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 KUH 

Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk 

pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. 

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak 

membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai 

alat bukti dikemudian hari. Kekuatan pembuktian akta ini dibedakan 

menjadi tiga macam :9 

a) Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada 
keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; acta publica probant 
sese ipsa); 

b) Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa 
bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yag 
dimuat dalam akta); 

c) Kekuatan pembuktian materiiil (memberikan kepastian tentang materi 
suatu akta). 

 
ACTA PUBLICA PROBANT SESE IPSA, sebuah adagium hukum 

yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik 

                                                 
9 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. hal. 10 



serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku 

atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal 

ini berarti sebuah tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai 

ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya, terletak pada siapa 

yang mempersoalkan otentik tidaknya (authenticity).10 

Adapun akta dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik. 

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa : 

”akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 
ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan 
pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di 
mana akta itu dibuat.”  

 
Sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah tulisan yang ditandatangani tanpa 

perantara pejabat umum. 

Merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa 

yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua 

dengan sengaja untuk pembuktian. Ia adalah salah satu alat bukti tertulis 

(surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; dan Pasal 

1867-1894 KUH Perdata.  

Keharusan ditandatanganinya suatu akta didasarkan pada ketentuan 

Pasal 1869 KUH Perdata, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu 

akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya. 

Yang dimaksudkan dengan penandatangan dalam akta ini adalah 

                                                 
10 Ibid. Hal. 13 



membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan 

paraaf singkatan tanda tangan dianggap belum cukup. 

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah 

tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan 

suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain 

yang ditujuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal 

orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan 

kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan 

kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan 

pejabat tersebut (Pasal 1874 KUH Perdata).  

Apabila dikaitkan dengan kedudukan akta di bawah tangan yang 

dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi pada 

dasarnya sama-sama bukan akta otektik dalam hal pembuktiannya. Namun 

apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan 

yang dilegalisasi lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak 

dilegalisasi. Hal ini dikarenakan penandatanganan akta di bawah tangan 

yang dilegalisasi dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum yang 

berwenang untuk itu. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena 



penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan 

analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.11 

Penelitian merupakan aktivitas mencari pengetahuan atau kebenaran 

secara ilmiah. Dengan demikian hal-hal yang bersangkutan dengan 

metodologi ilmiah harus diperhatikan agar penelitian benar-benar 

bermutu.12 

Masing-masing ilmu pengetahuan mempunyai ciri dan identitas 

sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Oleh karena itu 

metodologi yang diterapkan juga disesuaikan dengan ilmu pengetahuan 

yang bersangkutan. Penelitian dalam ilmu hukum menurut Soerjono 

Soekanto adalah sebagai berikut:13 

”Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 
tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga 
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum 
tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 
bersangkutan.” 
 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian hukum dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum 

terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis 

                                                 
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat, Ed.1, 

Cet. 6, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 1. 
12 S. Hadibroto. Masalah Akuntansi, Buku Empat. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 1990), hal. 21. 
13 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. , (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 43. 



atau empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan dengan 

cara meneliti bahan pustaka dan disebut juga penelitian hukum 

kepustakaan.14 Sedangkan pada penelitian hukum sosiologis atau 

empiris yang terutama diteliti adalah data primer. Data primer (atau 

data dasar) yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, 

sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimya 

dinamakan data sekunder.15  

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat 

deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data-

data yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan 

dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema tesis.  

3. Sumber dan Jenis Data  

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian 

hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung 

akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum 

yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  

                                                 
 14Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Cet. 4., (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990). Hal.9. 
 
 
  15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op.Cit., hal. 12. 



2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

3) Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941 : 44 (HIR); 

4) Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie 

in Indonesie, S 1847 No. 23 jo. S 1848 No. 47  (RO); 

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung; 

7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

8) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. 

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, 

lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga 

digunakan : 

1) Yurisprudensi; 

2) Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris dan 

Hukum Acara; 

3) Karya-karya ilmiah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya 

dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh 

data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang 

diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan bertujuan untuk 



mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan 

primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan 

hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder.16  

Selanjutnya untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian ini 

digunakan pula penelitian lapangan meskipun hanya sebagai data 

pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber. 

Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bogor;   

2) Lima (5) Notaris di wilayah Kota Bogor yang sudah berpengalaman;  

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang 

dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan 

matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis 

akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan 

secara jelas mengenai pembuktian akta di bawah tangan yang 

dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi, sehingga 

diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-

permasalahan yang diteliti.  

 

                                                 
16 Soerjono Soekanto, Op. Cit, Halaman 52 
 



G. Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah 

yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke 

dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan 

menguraikan setiap masalah dengan baik.  

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang 

berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta 

sistematikan penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori 

mengenai  tinjauan umum perjanjian dan disajikan tinjauan umum Hukum 

Pembuktian, dan tinjauan umum Notaris serta pengertian legalisasi.   

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan 

hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, 

yaitu pelaksanaan legalisasi oleh Notaris dan tanggungjawab Notaris atas 

kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya serta kekuatan 

pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisai oleh Notaris.  

Bab IV Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang 

tekait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan 

sebagai pembahasan atas hasil penelitian.  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Notaris  

1. Pengertian Notaris  

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / 

pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas--

tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi 

tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam 

hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan 

perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa 

"Notaris adalah pejabat umum yang bcrwenang untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

undang ini." 17 

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai 

pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa 

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

                                                 
17 Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta : Durat 

Bahagia, 2005).  Hal.60 
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dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

ini.18 

2. Dasar Hukum Notaris 

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan 

hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 

2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. 

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris 

Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 

Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Keberadaan notaris, secara etis yuridis, diatur dalam rambu-rambu 

UU Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860-3) berdasarkan Staatsblad 

1855-79 tentang Burgerlijk Wetboek (BW/Kitab UU Hukum Perdata), 

terutama Buku Keempat dalam Pasal-Pasal sebelumnya, yang secara 

sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan 

sebagai berikut:  

a) bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan 

suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya 

terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW); 

b) bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di 

bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat 

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau di 
                                                 
18 Djuhad Mahja, Op. Cit, Hal. 60 



hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu 

dibuat (1866-1868 KUH Perdata); 

c) bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang 

membuat akta autentik… (Pasal 1 Staatsblad 1860-3).  

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat 

autentik oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata 

(pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah ”barang bukti” dalam hukum 

pidana atau ”dokumen surat” dalam hukum administrasi negara ataupun 

hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan 

(beschikking), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti 

tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar 

hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat 

tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, sebagai produk hukum 

nasional, dan secara substantif UU tentang Jabatan Notaris yang baru 

tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan 

dalam PJN (Staatsbiad 1860:3), dan karena itu kajian dalam penulisan ini 

tetap mengaju kepada UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 

dengan membandingkanan pada Peraturan Jabatan Notaris(Staatblad 

1860:3). 

3. Kewenangan Notaris 



Notaris, adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam 

masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat 

bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan akta 

otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah: “Suatu akta otentik 

adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. 

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 

Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang 

berlaku mulai 1 Juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-

undang nomor 30 tahun 2004, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan “Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini” 

Kewenangan Notaris menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 

15 ayat (1) yang menyatakan bahwa : 

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang 
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin 
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan 
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-
undang”. 

 
Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga 

diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) 



huruf e, yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris 

dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk 

membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau 

bahkan menyimpang dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku. 

Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan 

baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal l5 ayat (2) 

huruf  f, yakni : “membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. 

Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang 

sebelum lahirnya UU-JN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang 

dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar 

UU No. 49 tahun 1960.  

 

B. Tinjauan Umum Akta   

1. Pengertian Akta 

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu Akte. Dalam 

mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama 

mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta 

sebagai perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang menganut pendapat 

pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo19  

mengartikan akta sebagai berikut: “surat yang ditandatangani, diperbuat 
                                                 
19 Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, (Jakarta : Internusa, 1986), Hal. 52 



untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk 

keperluan siapa surat itu dibuat”.  

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi 

tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari 

suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk 

pembuatan”.20 

Selanjutnya menurut pendapat Fokema Andrea dalam bukunya 

Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akte adalah :21 

a. Dalam arti terluas, akte adalah perbuatan, perbuatan hukum (Recht 

handelling); 

b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan 

hukum; tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu; dapat dibedakan 

antara : surat otentik (autentieke) dan di bawah tangan (onderhandse), 

surat lain biasa dan sebagainya. 

Sementara itu akte menurut pendapat Marjanne ter Mar shui zen, 

istilah akte (Bahasa Belanda) disamakan dengan istilah dalam Bahasa 

Indonesia, yaitu :22 

a. Akta; 
b. Akte; 
c. Surat.   

 

                                                 
20 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1979), Hal. 

106 
21 Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, 

Kamus Istilah Hukum, (Bandung : Bina Cipta, 1983), Hal 25 
22 Marjanne ter Mar shui zen, Kamus Hukum Belanda – Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1999), 

Hal 19 



Apabila dibandingkan dengan pendapat Pitlo dan Sudikno 

Mertokusumo, Marjanne tidak memberi pengertian tentang akte, melainkan 

memberi terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan 

pendapat dari N.E. Algra dan lainnya, dalam bukunya Kamus Istilah 

Hukum. 

Istilah akte dalam Bahasa Indonesia, yaitu : 

a. Akta; 
b. Akte; 
c. Surat.   

 
yang diperlukan dalam legalisasi adalah dalam arti yang ke-2  

Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio, kata “acta” merupakan. bentuk 

jamak dari kata “actum” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti 

perbuatan-perbuatan.23 Selain pengertian akta sebagai surat memang 

sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa 

perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu 

perbuatan. 

Pasal 108 KUHPerdata menyebutkan: 

“Seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan atau 
telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia 
menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau 
memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, 
melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan ijin terkulis dari 
suaminya.” 

 
R. Subekti menyatakan kata “akta” pada Pasal 108 KUHPerdata 

tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan “perbuatan hukum” 

                                                 
23 R. Subekti dan Tirtosudibio, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya, 1980), hal.9 



yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “acte” yang artinya adalah 

perbuatan.24 Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai 

akta ini, maka yang dimaksud disini sebagai akta adalah surat yang 

memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti. 

2. Jenis-Jenis Akta 

Akta dapat diberikan dalam 2 macam yaitu akta otentik dan akta di 

bawah tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat 

(ambtelijk acte) dan akta para pihak (partij acte). 

Diatas telah diterangkan bahwa wewenang serta pekerjaan pokok 

dari Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat di hadapan 

yaitu (partij acten) maupun oleh Notaris (relaas acten) apabila orang 

mengatakan akta otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut 

tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. 

Menurut Kohar akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian 

tanggal dan kepastian orangnya, sedangkan Pasal 1868 KUHPerdata 

menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang 

ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 

yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat.25 Sedangkan yang 

dimaksud Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh 

orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang 

berwenang, untuk dijadikan alat bukti. 

                                                 
24 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Intermasa, 2006), hal. 29 
25 Kohar A. Notariat Berkomunikasi, (Bandung : Alumni, 1984), Hal. 86 



Selanjutnya untuk akte otentik berdasarkan pihak yang membuatnya 

dibagi menjadi 2 yaitu :26 

a) Akta para pihak (partij akte) 

Akta para pihak (partij akte) adalah akta yang memuat keterangan 

(berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Mislanya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli 

selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut 

dalam suatu akta; 

Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-

pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang 

yang menerima hak dari mereka itu. 

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi partij akte 

ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, 

jadi partij akte adalah : 

1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan; 

2) Berisi keterangan pihak pihak.  

b) Akta Pejabat (Ambtelijke Akte atau Relaas Akte) 

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi 

akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak 

pejabat yang membuatnya. 

                                                 
26 Mochammad Dja’is dan RMJ. Koosmargono, Op. Cit.. Hal. 154-155 



Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua 

orang, misalnya akta kelahiran. Jadi Ambtelijke Akte atau Relaas Akte 

merupakan : 

1) Inisiatif ada pada pejabat; 

2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta.  

3. Fungsi Akta 

a. Formalitas Causa 

Akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitas causa), yang 

berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk 

sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.. Disini akta 

merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai 

contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam 

bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdata tentang 

perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdata tentang perjanjian 

utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdata tentang 

perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah 

tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain 

ialah Pasal 1945 KUHPerdata tentang melakukan sumpah oleh orang 

lain. 

Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai 

alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk 

pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam 



bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar 

dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. 

b. Probabilitas Causa 

Pada Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas 

acta publica probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta yang 

lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap 

sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa 

tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinnya sampai ada 

pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang 

mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. 

Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau 

keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para 

pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta atentik baik akta pejabat 

maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan 

pembuktian lahir. 

c. Alat Bukti 

Mengenai fungsi, menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para 

pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun 

masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta 



otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya 

diserahkan kepada hakim”.27 

Selanjutnya fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang 

sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli 
warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, 
suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya 
“. 

 
Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga 

macam kekuatan pembuktian yaitu : 

a) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir (uit 

wedige bewijs kracht) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan 

agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik28. 

b) Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht) ialah kepastian 

bahwa sutau kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul 

dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang 

menghadap. 

c) Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht), ialah 

kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan 

pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau 

                                                 
27 Muhammad, Ilmu Pengetahuan Notariat, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hal. 10 
28 Soegondo Notodisoerdjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 1993), Hal. 55 



mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada 

pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) 

Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus 

memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan 

Pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak yang 

membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang 

harus ditepati oleh para pihak (pacta sunt servanda). 

Tabel 1:  

Akta di Bawah Tangan dan Akta Notaris 

Keterangan Akta di Bawah Tangan Akta Notaris 
Bentuk Dibuat dalam bentuk yang tidak 

ditentukan oleh undang-undang. 
Dibuat dalam bentuk 
yang sudah ditentukan
oleh undang-undang 
(Pasal 38 UUJN).  

Perbuatan  Dibuat dan ditandatangani sendiri 
oleh para pihak. 

Dibuat oleh atau 
dihadapan pejabat 
yang diberi wewenang 
dan ditempat di mana 
akta tersebut dibuat. 



Kekuatan/nilai 
pembuktian 
 

1. Permulaan pembuktian jika 
tanda tangan disangkal 
pihak lawan; 

2. Sempurna, jika  
a. Jika tanda tangan diakui 

pihak lawan; 
b. Dilegalisasi; 

 

1.  Sempurna; 
2.  Permulaan 

pembuktian jika 
akte otentik 
mengandung 
cacat. 

Menentukan  Jika isinya diakui pihak lawan.  

Sumber data : diolah dari data sekunder  

 

C. Akta Sebagai Alat Bukti 

1. Pengertian Pembuktian 

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap 

persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang 

peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap 

pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan 

untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. 

Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan 

dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, 

yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara 

tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putasan hakim yang tepat dan adil 



baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam 

persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.29 

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara. perdata. 

Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata yang diatur dalam buku keempat 

di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam 

bidang hubungan keperdataan.30  

Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam 

peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal 

Pasal dalam KUHPerdata dan HIR/R.B.g Pasal-Pasal tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Pasal 1865 KUHPerdata, menjelaskan : 

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, 
atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu 
hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. 

 
Kemudian Pasal 163 H.I.R. menyatakan : 

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia 
menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau 
untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus 
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. 

 
Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas berarti setiap orang yang 

mengakui mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau 

membantah adanya hak atau peristiwa tersebut, menjadi kewajiban 

baginya untuk membuktikan di muka pengadilan. Akan tetapi, tidaklah 

                                                 
29 R. Soebekti Pembuktian dan Daluwarsa, Jakarta, Intermasa, 1387, hal. 43. 
30 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, (Yogyakarta : Arloka, 2003), Hal 130 



semua hak atau peristiwa yang dikemukakan itu harus dibuktikan, dalam 

hal pihak tergugat mengetahui kebenaran dari pada suatu peristiwa atau 

hak yang dikemukakan penggugat, maka dalam hal ini tidak lagi diperlukan 

adanya suatu pembuktian. 

Sedangkan Pembuktian itu sendiri menurut Bambang Waluyo merupakan 

:31 

”suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, 

diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. 

Lebih lanjut menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana yang 

dikutip oleh Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa 

mengemukakan ”membuktikan" mengandung maksud dan usaha untuk 

menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima 

akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.32  

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa beberapa teori tentang 

beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, antara lain 

yaitu :33 

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief) 
yaitu : 'Bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan 
dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya'; 

2. Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata 
merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan 

                                                 
31 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia,  (Jakarta : Sinar Grafika, 

1996), Hal 3 
32 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Surabaya : Sinar 

Wijaya, 1996), Hal. 7 
33 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, (Jakarta : 

Pradnya Paramita, 1997), Hal. 42. Lihat juga A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, (Jakarta : Intermasa, 1978), Hal. 45 



mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang 
mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan; 

3. Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti 
penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-
ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan. 
Oleh karena itu penggugat harus membuktikan dan hakim tugasnya 
menerapkan hukum obyektif pada peristiwa tersebut; 

4. Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim 
untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik. 

 
Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan di muka 

pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau 

peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada 

pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, 

hakimlah yang menentukan “apa yang harus dibuktikan”, dan “siapa yang 

barus membuktikan”, atau dengan kata lain, hakim yang melakukan 

pembagian beban pembuktian.34 

2. Jenis-Jenis Alat Bukti 

Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untuk keperluan 

suatu pembuktian, diperlukan alat bukti. Menurut ketentuan  Pasal 1866 

KUH Perdata menyatakan bahwa : 

Alat pembuktian meliputi : bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; 

pengakuan; sumpah. 

3. Kekuatan Pembuktian Masing-Masing Alat Bukti 

Menurut pendapat Vollmar menyatakan bahwa "banyaknya alat bukti 

sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1866 di atas tidak lengkap. Di luar 

                                                 
34  Soebekti, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 

Cetakan Kelima, 1990, hal. 98 



itu masih ada keterangan dari seorang ahli (Pasal 215 Acara Perdata) dan 

pemeriksaan di tempat oleh hakim".35 

a. Alat bukti tertulis 

Tulisan merupakan sesuatu yang memuat tanda yang dapat 

dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan dapat berupa 

akta dan tulisan yang bukan akta. Akta adalah tulisan yang khusus 

dibuat untuk dijaclikan bukti atas hal yang disebut didalamnya, 

sedangkan tulisan yang bukan akta adalah tulisan yang tidak bersifat 

demikian. 

Surat adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan untuk 

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat 

bukti. Dari pengertian surat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau 

mengandung tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran, 

bukanlah termasuk dalam pengertian alat bukti surat. 

Surat sebagai alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata 

dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu Akta Otentik dan Akta Di 

bawah Tangan. Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang 

memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 

perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk 

                                                 
35 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 
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pembuktian.36 Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, 

maka surat itu harus ditanda tangani, keharusan tanda tangan ini 

tersirat dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Keharusan adanya tanda 

tangan tidak lain bertujuan untnk membedakan antara akta yang satu 

dengan akta yang lain, jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah 

untuk memberi ciri sebuah akta.37 

Seringkali ditemui bahwa dan tanda tangan yang dibuat oleh 

orang yang sama itu berbeda, hal ini disebabkan karena jarak waktu 

penandantanganan itu cukup lama. Alat bukti tertulis yang diajukan 

dalam acara perdata harus dibubuhi materai agar dapat digunakan 

sebagai alat bukti pengadilan. Namun hal ini bukan berarti dengan 

tiadanya materi dalam alat tertulis menyebahkan tidak sahnya 

perbuatan hukum yang dilakukan, hanya akta dari perbuatan hukum 

yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan 

sebagai alat bukti pengadilan.  

b. Alat bukti Saksi 

Alat bukti yang berupa kesaksian diatur melalui Pasal 139 hingga 

Pasal 152 dan Pasal 168 hingga Pasal 172 HIR serta Pasal 1895 dan 

Pasal 1902 hingga Pasal 1912 KUH Perdata.  

Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti lain 

tidak dianggap pembuktian yang cukup. Jadi seorang saksi bukanlah 
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saksi (unus testis nullus testis). Dalam suatu kesaksian dari masing-

masing saksi terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri 

send iri-send iri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu 

sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka kekuatan 

pembuktian dari masing-masing kesaksian itu adalah terserah pada 

pertimbangan hakim.  

Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang 

diperoleh dari pemikiran bukanlah kesaksian, oleh karenanya tiap-tiap 

kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana 

diketahuinya hal-hal yang diterangkan sebagai suatu kesaksian. Dalam 

hal mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, hakim harus memberikan 

perhatian khusus pada persamaan isi kesaksian satu dengan yang lain.  

Persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang 

diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara, serta 

alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk 

mengutarakan kesaksiannya secara berdasarkan cara hidup, kesusilaan 

dan kedudukan para saksi serta pada segala hal apa saja yang mungkin 

mempunyai pengaruh terhadap dapat atau tidak dapat dipercayainya 

para saksi itu. 

Berdasarkan ketentuan hukum positif (ius eonstitutum) yang 

berlaku dalam praktek peradilan dewasa ini di Indonesia, maka alat 

bukti saksi ini diatur dalam Pasal 168 – 172 H.I.R. Pada  umumnya 



pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal kecuali 

tegas-tegas undang-undang menentukan lain, misalnya Pasal 258 

KHUD, dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa: 

“Perjanjian Pertanggungan hanya dapat dibuktikan dengan polis 
asuransi, kemudian dapat ditambahkan dengan ketentuan 
bahwa apabila sudah ada bukti permulaan berupa tulisan maka 
alat-alat bukti lainnya boleh dipergunakan”. 

 
Dari segi aspek individu sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap 

orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum 

dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila 

diminta. Sehubungan dengan kewajiban seseorang untuk menjadi saksi 

maka ada berapa ketentuan yang mengatur orang yang tidak dapat 

didengar sebagai saksi dan dapat menolak serta diminta untuk 

dibebaskan memberi kesaksian.38 

Orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai 

berikut : 

a. Keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus. 
Akan tetapi, mereka tersebut tidak boleh ditolak sebagai saksi 
dalam perkara yang menyangkut kedudukan perdata dari para 
pihak dan dalam perkara tentang perjanjian kerja, yang dimaksud 
dengan kedudukan perdata adalah mengenai hal ihwal pribadi 
seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya 
mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, kematian, 
wali. 

b. Istri atau suami salah satu pihak, walaupun telah bercerai, mereka 
tidak boleh didengar oleh saksi. 
Kedua golongan tersebut di atas tidak mampu mutlak karena 
mereka mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan salah 
satu pihak yang berperkara di mana hubungan tersebut terjadi 
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karena sedarah dan perkawinan. Apabila mereka menjadi saksi 
dikhawatirkan akan memberi keterangan yang tidak objektif dalam 
kesaksiannya, selain itu juga untuk menjaga hubungan 
kekeluargaan yang baik yang mungkin retak apabila mereka ini 
memberi kesaksian serta untuk mencegah timbulnya tekanan batin 
setelah memberi keterangan 

c. Anak-anak tidak diketahui dengan pasti apakah mereka telah 
genap berusia 15 tahun dan orang-arang sakit gila walaupun 
sekali-sekali dapat berpikir secara waras. 

 
Galongan ini dianggap sebagai orang yang tidak mampu relatif, 
dikarenakan mereka tidak dapat didengar keterangannya sebagai 
saksi berhubungan syarat-syarat tertentu belum dipenuhi atau 
karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar 
sebagai saksi. Namun menurut Pasal 1912 KUHPerdata, hakim 
leluasa untuk mendengar keterangan itu hanyalah penjelasan 
belaka. 
 

Kemudian undang-undang juga mengatur mengenai orang-orang 

tertentu yang atas permintaannya dapat dibebaskan sebagai saksi atau 

lebih dikenal sebagai hak ingkar yakni hak untuk mengundurkan diri dari 

kewajiban memberi kesaksian. Mereka ini ada tiga golongan, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 146 H.I.R, yaitu : 

a. Dihukum membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk 
memanggilnya (Pasal 140 H.I.R). 

b. Secara paksa dihawa ke muka sidang pengadilan atau dihadirkan 
secara paksa oleh pihak kepolisian (Pasal 141 H.I.R). 

c. Dilakukan penyanderaan atau gijzeling (Pasal 148 H.I.R) 
 

Dalam perkara perdata, apabila seseorang menjadi saksi maka 

yang diterangkan hanyalah terbatas kepada apa yang dilihat, didengar 

atau dirasakan sendiri. Kemudian tiap-tiap kesaksian tersebut haruslah 



disertai dengan alasan-alasan tentang apa sebabnya, bagaimana 

sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan tersebut.39 

Mengenai kepastian dan ruang lingkup apa yang harus 

diterangkan oleh seorang saksi, maka Subekti dengan lebih detail 

menyatakan bahwa : 

“Dimaksudkan bahwa seorang saksi itu akan menerangkan apa 
yang dilihat atau dialaminya sendiri. Dan lagi tiap kesaksian itu 
harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya 
hal-hal yang diterangkan itu. Pendapat maupun perkiraan-
perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah 
kesaksian (Pasa1 1907 KUHPerdata). Seorang saksi tidak boleh 
memberi keterangan-keterangan yang berupa kesimpulan-
kesimpulan, karena menarik kesimpulan adalah wewenang 
hakim. Misalnya, seerang saksi dapat menerangkan bahwa 
pada waktu penggugat akan menandatangani perjanjian ia lebih 
dahulu minum tiga botol bir, tetapi tidak boleh saksi itu 
menerangkan bahwa penggugat itu sudah tidak sadar lagi 
tentang apa yang diperbuatannya sewaktu ia menandai tangani 
perjanjian tersebut. Ini merupakan suatu kesimpulan. Juga boleh 
misalnya seorang saksi menerangkan bahwa ia melihat tergugat 
menyerahkan uang seratus ribu rupiah kepada penggugat, tetapi 
tidak boleh ia menerangkan bahwa dengan perbuatan itu 
tergugat telah melunasi utangnya kepada penggugat”.40 

 
Dalam pembuktian dengan saksi haruslah digunakan lebih dari 

satu saksi atau dalam hukumannya “unus testis nullus testis”, yang 

berarti satu saksi dianggap bukan saksi. Suatu pembuktian baru 

dianggap sempurna apabila keterangan seorang saksi dilengkapi 

dengan alat bukti lain, misalnya surat pengakuan sumpah. Namun 

apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna 

bila ada dua orang saksi atau lebih. 
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Adakalanya suatu perkara perdata, beberapa orang saksi 

memberi keterangan yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa, tetapi 

berhubungan satu sama lain, maka penilaiannya diserabkan kepada 

kebijaksanaan hakim; apakah suatu peristiwa terbukti berdasarkan 

kesimpulan dari beberapa keterangan saksi (Pasal 170 H.I.R). 

Pemeriksaan terhadap saksi dimuka sidang pengadilan dilakukan 

seorang demi seorang, hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 144 

ayat (l) H.I.R. Sehingga apabila saksi-saksi secara bersama-sama dan 

sekaligus didengar keterangannya, maka hal demikian bertentangan 

dengan ketentuan Pasal tersebut di atas. Adapun maksud dari Pasal 

tersebut adalah agar saksi-saksi tidak dapat saling menyesuaikan diri 

dengan keterangannya masing-masing, sehingga diperoleh keterangan 

saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat 

mengatakan hal-hal sama mengenai suatu hal. 

Pemeriksaan seorang saksi dimulai dengan pemeriksaan 

identitas serta hubungan antara saksi dengan penggugat atau tergugat 

(Pasal 144 ayat (2) H.I.R), setelah itu saksi lalu diwajibkan untuk 

bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama atau kepercayaannya 

(Pasal 147 H.I.R). Apabila seorang saksi dalam persidangan tidak mau 

bersumpah, maka atas permintaan yang berkepentingan ketua Majelis 

Hakim atau Hakim tanggal dapat memerintahkan agar saksi tersebut 

disandera (Pasal 146 H.I.R), Apabila seorang saksi dalam memberikan 



keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu, maka keterangan dari saksi 

tersebut dianggap tidak merupakan alat bukti yang sah.41 

Setelah diambil sumpahnya, maka majelis hakim akan 

memberikan pertanyaan kepada saksi, begitu pula penggugat dan 

tergugat, pertanyaan yang diajukan oleh penggugat dan tergugat harus 

ada hubungannya dengan perkara perdata yang sedang diperiksa, 

apabila dirasakan majelis hakim tidak ada hubungannya maka Majelis 

Hakim akan melarang agar pertanyaan tersebut tidak diajukan kepada 

saksi (Pasal 150 H.I.R). 

Dalam mempertimbangkan kesaksian majelis hakim harus 

memperhatikan cara hidup, adat istiadat dan martabat saksi serta 

segala hal yang menyebabkan saksi dapat dipercaya (Pasal 172 H.I.R). 

untuk berpegangan ketat kepada ketentuan tersebut merupakan hal 

sulit, untuk itu penilaian keterangan saksi diserahkan kepada 

kebijaksanaan hakim. 

c. Alat bukti Persangkaan 

Persangkaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1915 

KUH Perdata merupakan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-

undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang dikenal ke 

arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. 
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Adapun persangkaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persangkaan 

menurut undang-undang (persangkaan hukum) dan persangkaan yang 

bukan berdasar undang-undang (persangkaan hakim). Persangkaan 

menurut Undang-undang yang diatur dalam Pasal 1916 KUH Perdata 

merupakan suatu persangkaan yang didasarkan pada suatu ketentuan 

khusus Undang-undang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa 

tertentu. Sedangkan persangkaan yang bukan berdasar undang-undang 

atau persangkaan yang didasarkan atas kenyataan yang diatur pada 

Pasal 173 HIR, kekuatan pembuktiannya ada ditangan hakim dan 

persangkaan demikian merupakan "kesimpulan-kesimpulan yang ditarik 

oleh Hakim".42 

Persangkaan atau presumptions dapat digunakan sebagai alat 

bukti dalam perkara apabila sulit ditemukannya alat bukti saksi yang 

melihat, mendengar atau merasakan sendiri. Sehingga alat bukti 

persangkaan dibutuhkan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. 

Dalam hukum positif (ius canstitutum) dewasa ini yang berlaku di 

Indonesia terhadap persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 

173 H.I.R. serta Pasal 1915-1922 KUHPerdata. Dalam H.I.R tidak 

ditemukan pengertian dari pada persangkaan. Namun berdasarkan 

ketentuan Pasal 1915 KUHPerdata, pengertian persangkaan 

dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau 
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hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu 

peristiwa yang tidak terkenal. 

Dari ketentuan Pasa1 1915 KUHPerdata juga terlihat bahwa 

pada hakikatnya persangkaan itu bukan merupakan alat bukti, namun 

hanya merupakan kesimpulan belaka, digunakan sebagai alat bukti lain, 

misalnya kesaksian atau surat atau pengakuan. Berdasarkan tersirat 

adanya dua macam persangkaan yaitu :  

a. Persangkaan menurut Undang-undang Menurut ketentuan Pasal 

1916 KUHPerdata, 

Menurut undang-undang adalah persangkaan yang 

berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan 

perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. 

Sebagai contoh, dalam Pasal 1334 KUHPerdata dimana dinyatakan 

mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tunjangan nafkah, bunga 

pinjaman uang dan pada umumnya segala yang harus dibayar tiap 

tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan 

adanya tiga surat waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan 

adanya tiga surat tanda pembayaran, darimana ternyata 

pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitnya suatu 

persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah 

dibayar lunas, melainkan jika dibuktikan sebaliknya.  



Dalam konteks ini dapatlah disimpulkan menurat undang-

undang bahwa dengan adanya tiga kwitansi berturut-turut maka 

semua cicilan atau angsuran telah dibayar lunas kepada kreditorlah 

sekarang dibenarkan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia 

menerima pembayaran semua cicilan. 

 

b. Persangkaan Menurut Hakim 

Persangkaan hakim ini mempunyai dimensi yang luas, karena 

begitu luas dimensinya, maka banyak bahan yang dapat dijadikan 

alasan bagi hakim dalam menggunakan persangkaan, sebagaimana 

dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oepripwinata 

berikut ini :43 

“Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya sangat luas. 
Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang 
didapat dalam pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya 
itu dapat dijadikan bahan untuk dapat menyusun 
persangkaan hakim. Sikap salah satu pihak yang 
bersangkutan, meskipun berkali-kali diperintahkan untuk 
menghantarkan pembukuan perusahaan, ia ini tidak 
memenuhi perintah tersebut, dapat menelurkan persangkaan 
hakim, bahwa pembukuan itu tidak beres dan bahwa yang 
bersangkutan belum memberi pertanggungjawaban. Juga 
jawaban yang mengelak, jawaban yang tidak tegas, plin-
plan, memberi persangkaan, bahwa dalil pihak lawan adalah 
benar. Setidak-tidaknya dapat dianggap sebagai suatu hal 
yang negatif bagi pihak tersebut”. 
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Dalam Undang-Undang tidak dapat ditemukan adanya ketentuan 

yang mewajibkan hakim untuk menggunakan lebih dari satu 

persangkaan untuk mengabulkan sutu gugatan. 

d. Alat bukti Pengakuan 

Pengakuan sebagai alai bukti selain diatur dalam Pasal 164 HIR 

jugadijabarkan di dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR, sedangkan 

dalam KUH Perdata, selain diatur pada Pasal 1866 juga dijabarkan 

pada Pasal 1923 hingga Pasal 1928. 

Pada dasarnya pengakuan adalah suatu pernyataan tertulis 

maupun lisan dari salah satu pihak yang berperkara yang berisikan 

kebenaran atas dalil-dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya.44 

Pengakuan didefinisikan sebagai suatu pernyataan dari salah 

satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu 

yang dapat dilakukan di depan sidang atau di luar sidang. 

Pengakuan ini, merupakan bukti cukup; maksudnya pengakuan 

merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian menentukan (Pasal 

1925 KUH Perdata), bukti demikian ini mengikat hakim dan hakim wajib 

menerima pengakuan itu sebagai hal yang benar.45 Undang-undang 

mengenai dua macam pengakuan :  

a. Pengakuan di depan persidangan 
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Pengakuan ini mempunyai kekuatan hukum yang sempurna 

dan mengikat. Sempurna dalam artian bahwa dengan adanya 

pengakuan di depan persidangan tersebut, tidak lagi diperlukan 

adanya alat bukti lain sehingga dengan adanya pengakuan tersebut 

hakim sudah dapat memutuskan perkara perdata tersebut. 

Sedangkan mengikat mengandung pengertian bahwa dalil-dalil itu 

wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan. 

b. Pengakuan di luar pengadilan 

Pengakuan di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 175 H.I.R, 

Pasal 312 R.B.g serta Pasal 1927 - 1928 KUHPerdata. Menurut 

ketentuan Pasal 175 H.I.R, pengakuan lisan di luar pengadilan tidak 

mempunyai kekuatan pembuktian seperti pengakuran di dalam 

pengadilan. Undang-undang hanya mengenal pengakuan di luar 

sidang dengan lisan. Namun demikian, Undang-undang juga tidak 

melarang dengan tegas pengakuan di luar sidang dengan. tertulis, 

sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya pengakuan di luar 

sidang dengan tertulis. Selain dua macam pengakuan seperti 

tersebut di atas, ilmu pengetahuan hukum juga mengenal tiga 

macam pengakuan antara lain :46 

1) Pengakuan murni adalah pengakuan yang bersifat sederhana 
dan membenarkan semua dalil lawan. Misalnya A membuat 
gugatan kepada (A), di depan persidangan ternyata B mengakui 
seluruh gugatan A. 
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2) Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan disertai 
sangkaan  terhadap sebagian dan tuntutan lawan. Misalnya B 
mendalilkan bahwa telah membeli barang A seharga Rp.30 juta, 
dan B telah mendalilkan bahwa ia telah membayar kepada si A 
sebesar Rp.15 juta. 

3) Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai 
dengan keterangan yang bersifat membebaskan. Misalnya B 
mengakui bahwa ia telah membeli barang A dengan harga Rp. 
30 juga, tetapi B juga menyatakan bahwa ia telah membayar 
lunas barang si A tersebut. 
 

e. Alat bukti Sumpah 

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 H.I.R serta 

Pasal 1929 - 1945 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal, 

maka alat bukti sumpah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, 

Sumpah atau janji merupakan pernyataan yang diucapkan 

dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu 

yang dianggap suci, bahwa apa yang clikatakan atau dijanjikan itu 

benar. Dengan demikian inti dari sumpah adalah suatu pernyataan dari 

pihak-pihak untuk mengemukakan sesuatu dengan sebenar-benarnya. 

Alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 1929 hingga Pasal 1945 KUH 

Perdata dan Pasal 155, Pasal 158 dan Pasal 177 HIR. 

Sumpah ini adalah sumpah pihak, selain itu sumpah saksi, 

sumpah ahli, sumpah juru bahasa (tolk) dan sumpah jabatan; 

Sumpah merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian 

menentukan. Hal ini mengandung arti bahwa setelah diangkat sumpah, 



maka tidak perlu ada alat bukti lain dan apa yang diterangkan di bawah 

sumpah dipandang sebagai suatu yang benar.47 

a. Sumpah Pemutus (Decisoir) 

Sumpah pemutus pada hakikatnya dilakukan apabila suatu 

perkara perdata tidak ada alat bukti lain sama sekali untuk 

meneguhkan tuntutannya, sehingga salah satu pihak dapat 

meminta kepada lawannya untuk bersumpah di muka pengadilan 

agar dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan. 

Permintaan sumpah pemutus agar dapat dikabulkan oleh 

majelis hakim harus bersifat Litis Decisoir (bersifat memutus 

perkara). Apabila sumpah itu bersifat Litis Decisoir, maka 

pengabulan itu dilakukan melalui putusan sela. Dan apabila sumpah 

itu tidak bersifat Litis Decisoir maka permintaan sumpah pemutus itu 

akan ditolak oleh pengadilan. 

b. Sumpah Pelengkap (Acessoir) 

Sumpah pelengkap ini dilakukan apabila dalam hal ini telah 

ada bukti tetapi masih belum cukup untuk menyempurnakan 

pembuktian tersebut. Dalam hal ini, hakim akan membenarkan salah 

satu pihak untuk mengangkat sumpah agar perkara dapat diputus. 

c. Sumpah Penaksir 

Sumpah penaksir ini diperintahkan kepada penggugat oleh 

hakim untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian.48 
                                                 
47 Ibid, hal. 171 



4. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti 

Pada dasarnya akta otentik adalah suatu akta yang dibuat sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan seorang 

pegawai umum yang berwenang membuat surat itu dengan maksud 

untuk digunakan sebagai alat bukti. Maksud dari pegawai umum di sini 

adalah Hakim, Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Catatan Sipil, 

Camat. 

Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik itu sendiri, dapat 

disimpulkan bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila 

akta itu dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara 

pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan 

Perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak 

berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau 

tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta 

otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu akta 

otentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan 

pembuktian, yaitu :49 

a) Kekutan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para 
pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta 
tersebut 

b) Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara 
para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta 
tersebut telah terjadi. 

                                                                                                                                                    
48 Mertokusumo Soedikno, Op.Cit., hal. 235 
49 Subekti, Pembuktian dan Daluwarsa, (Jakarta : Intermasa, 1986), hal. 68 



c) Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai 
pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada 
tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam tersebut telah 
menghadap kepada pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam 
akta tersebut. 
 

5. Akta Di bawah Tangan Sebagai Alat Bukti 

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang 

dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu 

tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu 

akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu 

sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misainya 

kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidakikutsertaan pejabat yang 

berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di 

bawah tangan dengan akta. otentik. Sehingga secara popular dikatakan 

“siapa. yang hendak membuat akta di bawah tangan mengambil 

sedangkan siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil 

notaris”.50 

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 - 1984 

KUHPerdata. 

Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang 

disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus 

membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan 

demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan 

tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang 
                                                 
50 Ibid, hal. 75 



mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan 

tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang 

menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak 

dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil 

dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdata). 

Dalam akta di bawah tangan terdapat ketentuan khusus yaitu 

akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak 

untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang 

harganya ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya 

dengan tangan sendiri oleh penandatanganan, atau setidak-tidaknya 

selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatanganan sendiri 

dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau 

diserahkan itu. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu 

hanya dapat diterima sebagai sutu permulaan pembuktian dengan 

tulisan saja (Pasal 1871 KUHPerdata).51 

6. Tulisan Bukan Akta Sebagai Alat Bukti 

Pada prinsipnya surat biasa ini dibuat tidak dengan maksud 

untuk dijadikan alat bukti, apabila ternyata di kemudian hari digunakan 

sebagai alat bukti di persidangan hanyalah bersifat insidental atau 

kebetulan saja, misalnya terhadap surat cinta, buku catatan 

penggunaan uang. Sehingga surat-surat yang demikian itu dapat 

dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian dalam arti surat-surat 
                                                 
51 Ibid, hal. 85 



itu dapat digunakan sebagai aiat bukti tambahan ataupun dapat pula 

dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.  

Mengenai kekuatan pembuktian daripada surat biasa baik dalam 

H.I.R maupun KUHPerdata tidak ada satu Pasalpun yang mengaturnya. 

Dengan demikian kekuatan pembuktian surat biasa ini diserahkan 

kepada kebijaksanaan hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

1881 ayat (i) dan (2) Pasal 1853 KUHPerdata, adalah sebagai  berikut : 

a) Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu 
pembayaran yang telah diterima. 

b) Surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah 
dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam 
sesuatu alas hak (title) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat 
itu menyebutkan suatu perikatan. 

c) Catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditor) dibubuhkan pada 
suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis 
itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang (debitor). 

d) Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dihubuhkan kepada salinan 
dari suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau 
tanda pembayarannya ini berada dalam tangannya si berutang. 

 

 

D. Legalisasi 

1. Pengertian Legalisasi 

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan:52 

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang 
ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, 
surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat 
tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan 
penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan 
dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu 
pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang 
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pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana 
ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau 
bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya 
akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap 
jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai 
ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang undang 
dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan 
pembukuan termaksud 

 
Definisi di atas mengandung pengertian bahwa akta yang 

diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tandatangan tersebut, 

mendapat pengesahannya dari notaris atau pejabat yang berwenang 

untuk itu. 

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan 

bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar 

di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu 

diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang 

untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penanda 

tanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda 

tanganan itu. Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalize 

dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan 

kebenaran tandan tangan penada tangan dan tanggalnya.  

Selain Waarmerking dan Legalisasi sebagaimana tersebut 

diatas, biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang 

kadangkala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu “legalisir”.  

Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah “legalisir” ini adalah 

mencocokan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul 



Pencocokan Fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan di-stempel/cap 

disetiap halaman yang di fotocopi dengan paraf Notaris dan halaman 

terakhir dari Pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan 

keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya. 

2. Tata Cara Legalisasi 

Sering orang membuat perjanjian, ditulis oleh pihak-pihak, tidak 

dibuat di hadapan notaris. Tulisan yang demikian disebut akta di bawah 

tangan. Di bawah tangan ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda 

(onderhands)53 

Ada kalanya yang dibuat di bawah tangan itu, para pihak kurang 

puas kalau tidak dicapkan di notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja 

membubuhkan cap pada akta-akta di bawah tangan itu.Sebelum 

membubuhkan cap notaris, diberi nomor dan tanggal, nomor mana 

harus dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, 

dan ditandatangani oleh notaris. 

Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu 

salah satunya Legalisasi atau Pengesahan. 

Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penanda tangan akta 

itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani 

sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu 

KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan 

pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai 
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dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang 

sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat 

tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, 

kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan 

menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu. 

3. Perbadingan antara Legalisasi dengan Waarmerking (Register) 

Waarmerking (Register), artinya dokumen/surat yang 

bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. 

Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah 

ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan 

kepada notaris yang bersangkutan.54 Contohnya: Surat Perjanjian 

Kerjasama tertanggal 1 Januari 2008 yang ditanda-tangani oleh Tuan A 

dan Tuan B. Jika hendak di legalisir oleh Notaris pada tanggal 18 

Januari 2008, maka bentuknya tidak bisa legalisasi biasa, melainkan 

hanya bisa didaftar (waarmerking) saja. 

Pada waarmerking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, 

tanda tangan, isi surat tersebut tidak di buat dan di ketahui oleh notaris. 

Notaris terhadap mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di 

kantor notaris, diberi bernomor, dimasukkan dalam buku daftar 

waarmerking, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah 

diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat 

untuk itu, diberi materai, di tandatangani oleh notaris lalu dikembalikan 
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kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman 

diberi bernomor dan diparaf oleh notaris. 

Adapun letak perbedaan antara waarmerking dan legalisasi ialah 

bahwa :55 

“Waarmerking hanya mempunyai kepastian. tanggal saja dan 
tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi 
tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, 
sedangkan untuk waarmerking, pada saat di- waarmerking, 
surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi 
yang memberikan waarmerking tidak mengetahui dan karena itu 
tidak mengesahkan tentang tanda tangannya” 

 

4. Akibat Hukum Legalisasi 

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan, maka bagi hakim 

telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak 

yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang 

dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh 

orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang 

membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat 

mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui 

apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih 

dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan 

pejabat umum tersebut. 

                                                 
55 Ibid, hlm. 34 



BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Praktek legalisasi oleh Notaris 

Pengertian notaris berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 jo Pasal 15 ayat 1 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk 

selanjutnya disebut dengan UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan 

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

Melihat kepada tugas utama notaris tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa notaris mempunyai tugas yang berat, karena harus menempatkan 

pelayanan masyarakat di atas segala-galanya. Oleh karena itu diperlukan 

tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap 

norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik 

profesi. 
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Berdasarkan pada pengertian notaris dan kewenangannya tersebut 

diatas maka suatu akta notaris lahir dan tercipta karena :56 

1. atas dasar permintaan atau dikehendaki yang berkepentingan, agar 
perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk 
akta otentik. 

2. atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum 
tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam 
kebatalan jika tidak, misalnya dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas, 
harus dengan akta otentik. 

 
Sebagai undang-undang yang baru, yang menggantikan Peraturan 

Jabatan Nataris, maka perbedaan yang mendasari lahirnya Undang-undang 

Jabatan Notaris menurut Winanto Wiryomartani adalah: 

1. Perkembangan dunia notariat yang dinamis baik di negara Eropa 
maupun Asia yang menganut sistem notariat latin yang juga diikuti oleh 
organisasi di Indonesia. 

2. Undang-undang di negara Belanda sendiri telah mengalami beberapa 
kali perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 1 Juli 1999. 

3. Adanya kepastian hukum bagi para notaris dalam menjalankan 
jabatannya termasuk kepastian perlindungan hukum bagi para notaris 
dalam menjalankan jabatanya sebagaimana diatur dalam Pasal 66 
UUJN.57 

 
Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana bunyi Pasal 1 UUJN No 30 

Tahun 2004 merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum, 

tidak turut pejabat lainnya. Pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang 

tertentu artinya wewenang tersebut tidak meliputi lebih dari pembuatan akta 

otentik yang secara tegas oleh undang-undang ditugaskan kepada pejabat 

yang berwenang. 
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RENVOI, November 2005, hal. 30. 



Pengertian pejabat umum dimaksud bukan merupakan pegawai negeri. 

Pejabat umum disini diartikan orang yang melayani kepentingan umum atau 

masyarakat umum berdasarkan undang-undang yang diangkat oleh yang 

berwenang, yang salah satunya adalah notaris. Dengan demikian maka 

peraturan-peraturan mengenai pegawai negeri tidak berlaku bagi notaris. 

Mengingat beratnya tanggung jawab notaris sebagai seorang pejabat 

umum yang diangkat dan bekerja untuk kepentingan negara, maka notaris 

harus terlebih dahulu mengangkat sumpah untuk dapat menjalankan 

jabatannya dengan sah. Mengenai keharusan untuk mengangkat sumpah atau 

janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain yang di tunjuk, 

dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris. 

Notaris yang telah diangkat, tetapi belum mengangkat sumpah tidak 

dapat menjalankan jabatannya secara sah tetapi tidak berarti bukan notaris. 

Notaris yang belum mengangkat sumpah tidak berwenang untuk membuat 

suatu akta yang mempunyai kekuatan otentik. 

Akta yang dibuat oleh Notaris sebelum mengangkat sumpahnya hanya 

mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta 

itu ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdata yang menyatakan: 58 

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai 
dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat 
diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai 
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kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh 
para pihak” 

 
Sebagai Pejabat Umum yang menjalankan jabatan yang dipercayakan 

undang-undang tersebut, menurut Pasal 1 junto Pasal 15 UUJN, tugas dan 

pekerjaan notaris adalah sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat 

akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mensahkan 

surat-surat di bawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan 

undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta 

pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya. 

Sebagai yang ditugaskan untuk memberikan pengesahan (legalisasi) 

dan melakukan pendaftaran (waarmerking) surat-surat di bawah tangan dalam 

buku register, selain notaris, yang mempunyai kewenangan yang sama untuk 

itu adalah Ketua Pengadilan Negeri, Walikota, Bupati dan Kepala 

Kewedanan.59 

Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, sebagian dari masyarakat 

kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga 

kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling 

kepercayaan dan dibuat secara lisan terutama pada masyarakat yang masih 

diliputi oleh adat kebiasaan yang kuat, untuk peristiwa-peristiwa yang penting 

dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang 

menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga-tetangga, 

teman-teman sekampung atau pegawai desa. 
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Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang 

sudah inherent dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian nama 

kepada, anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang 

mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya dalam transaksi jual beli 

atau sewa menyewa serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam 

lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak 

bagi orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.60 

Sesungguhnya di dalam kesaksian dengan mempergunakan beberapa 

saksi tersebut terdapat kelemahan-kelemahan, apabila terdapat suatu 

peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya, dalam hal terjadi sengketa 

antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka saksi-saksi itulah yang akan 

membuktikan kebenarannya dengan memberikan kesaksiannya. 

Mengenai kesaksian ini, selama saksi itu masih hidup pada waktu 

sesuatu peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya, maka tidak akan timbul 

kesukaran, tetapi apabila saksi-saksi itu sudah tidak ada lagi, baik karena saksi 

itu sudah rneninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan 

tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka akan timbul kesukaran dalam 

melakukan pembuktian. 

Pada sebagian masyarakat lainnya sudah menyadari dan memahami 

pentingnya membuat dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting 

sebagai alat bukti dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan 

                                                 
60 Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali, 

1982), hal.4. 



ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua 

orang saksi atau lebih. 

Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari bahwa bukti tertulis 

merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam 

arti materinya ialah dengan adanya bukti tertulis, maupun dalam arti formal 

yang menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri. 

Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada Pasal 1865 

KUHPerdata yang menyatakan : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia 

mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun 

membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” 

Berbicara masalah alat bukti, dalam Pasal 284 RBg (Rechtsreglement 

Buitengewesten) jo Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) menyatakan, maka yang disebut bukti, yaitu: 61 

a. Bukti Surat  
b. Bukti Saksi  
c. Persangkaan  
d. Pengakuan  
e. Sumpah 

 
Untuk mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan 

mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu 

akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. 
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Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar benar terjadi harus dapat 

diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat 

diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain akan tidak 

mempunyai arti. Tidak mempunyai arti dimaksudkan karena bukti dalam ilmu 

hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang 

berperkara saja, sehingga tidak seperti bukti dalam ilmu pasti yaitu berlaku 

umum yang berarti menetapkan kebenaran untuk setiap orang dan mutlak 

Pembuktian hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang 

diselesaikan melalui pengadilan yang biasa disebut dengan perkara. 

Bentrokan kepentingan itu dapat diakibatkan karena salah satu pihak ada yang 

menyangkal tentang sesuatu hak.  

Pada asasnya Hukum Acara Perdata menganut bahwa inisiatif untuk 

mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang 

bersengketa, apabila ada suatu perkara apakah perkara tersebut mau diajukan 

atau tidak ke pengadilan, sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dan 

apabila perkara tersebut telah diajukan ke pengadilan disini hakim wajib 

memeriksa dan mengadilinya. 

Dalam Hukum Acara Perdata untuk memenangkan seseorang tidak 

perlu adanya keyakinan hakim, lain halnya dengan Hukum Acara Pidana 

dimana hakim setiap akan menjatuhkan suatu keputusan selalu 

memperhatikan keyakinan hakim, karena, dalam hukum acara pidana 

menganut asas pembuktian materil. 



Alat alat bukti tersebut dalam proses suatu perkara di Pengadilan 

semuanya adalah penting, tetapi dalam RBg yang menganut atas pembuktian 

formal, maka disini tampak bahwa bukti surat yang merupakan alat bukti 

tertulis merupakan hal yang sangat penting di dalam pembuktian. Kekuatan 

pembuktian mengenai alat bukti surat ini diserahkan pada kebijaksanaan 

hakim. 

“Di dalam masalah keperdataan sering sekali orang dengan sengaja 

menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisian, 

dan bukti yang disediakan tadi biasanya berupa tulisan.”62 

Di dalam KUHPerdata mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya 

dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdata 

menyatakan : Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengen tulisan-tulisan 

otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu pengkajian lebih dalam 

untuk membahas masalah kekuatan alat bukti surat, terutama mengenai 

kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, karena apabila melihat ketentuan 

dalam buku IV KUHPerdata dan dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 disana 

dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada legalisasi dari Notaris. 

Wewenang untuk legalisasi surat-surat di bawah tangan tidak hanya 

diberikan kepada notaris, akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya, 

seperti Ketua Pengadilan Negeri, Walikota dan Bupati.63 
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Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah 

tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang 

dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat 

tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani 

oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh nataris. 

Pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN yang mengatur tentang legalisasi 

berbunyi: 

“Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus”; 

Notaris dalam memberi legalisasi, membubuhkan tanggal dan 

keterangan bagian bawah dari surat itu, dengan mencantumkan keterangan 

yang berbunyi: 

Nomor. ……/LEG/IX/2007 
Saya yang bertanda tangan dibawa ini ….., Notaris di…. menerangkan 
bahwa isi surat ini telah saya bacakan dan terangkan kepada …. yang saya 
notaris kenal/diperkenalkan kepada saya notaris dan sesudah itu maka … 
membubuhkan tanda tangan / cap jarinya diatas surat ini dihadapan saya, 
notaris. 
 

Buku daftar legalisasi tersebut memuat 300 (tigaratus) halaman, semua 

halamannya diberi bernomor setiap halaman diparaf, kecuali halaman pertama 

dan terakhir yang harus dengan tandatangan notaris. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, disini jelas bahwa akta-akta di bawah 

tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya 
                                                                                                                                                    

63 M.U. Sembiring, Teknik Pembuatan Akta, (Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas 
Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997), hal. 3. 



yang berbeda perlu dilegalisasi oleh notaris atas kesepakatan para pihak, 

untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut 

yang kemudian ditandatangani oleh notaris, sehingga para pihak memperoleh 

jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tandatangan, serta 

identitas diri dari yang menandatangani. Legalisasi dimaksud harus dilakukan 

atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan. 

Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut bunyi 

Pasal 1874 a KUHPerdata: 

1) Penandatangan akta (para pihak) di kenal atau diperkenalkan kepada 

notaris. 

2) Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, notaris terlebih dahulu 

harus membacakan isinya. 

3) Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan 

notaris.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 3 UUJN, surat di bawah tangan 

yang disahkan atau dilegalisasi oleh notaris wajib diberi teraan cap/stempel 

serta paraf atau tanda tangan notaris. 

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat 

di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik. 

Dengan kata lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan 

notaris. Surat di bawah tangan sekalipun telah mendapat legalisasi dari notaris 



tetaplah merupakan surat yang dibuat di bawah tangan64 “Legalisasi adalah 

pengesahan surat yang dibuat di bawah tangan.”65  

 

B. Tanggungjawab Notaris Atas Kebenaran Akta Di bawah Tangan yang 

Dilegalisasinya  

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak hanya membuat akta 

otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang 

dibuat di bawah tangan (Legalisasi dan Waarmerking), memberikan nasehat 

hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya 

dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Legalisasi merupakan 

pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda 

tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin 

kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang 

mencantumkan tanda tangannya itu di kenal oleh notaris atau diperkenalkan 

kepada notaris. 

Mengenai legalisasi Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan : 

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang 
ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-
surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa 
perantaraan seorang pegawai umum. 
Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan 
dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan 
yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang 
ditunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si 
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pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan 
kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan 
bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai 
umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut  
Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut 
tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.” 

 
 

Yang dimaksud dengan legalisasi dan waarmerking disini adalah :66 

1. Legalisasi adalah pengesahan dari surat surat yang dibuat di bawah tangan 
dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan 
notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk 
selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatagani oleh para pihak 
dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris. 

2. Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan 
kemudian mendaftarnya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk 
itu. 

 
Terhadap Surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, maka 

notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal: 67 

a. Identitas 
- Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan 

menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau 
diperkenalkan oleh orang lain. 

- meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum  
- meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani 

surat/akta  
b. Isi Akta Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan 

menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki 
pihak pihak. 

c. Tandatangan 
Mereka harus menandatangani di hadapan notaris 

d. Tanggal 
Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian 
dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.” 
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Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah 

tangan adalah: 68 

1) Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam 

akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah 

benar sebagai tanda tangan Para Pihak ; 

2) Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk 

menanda tangan yang terdapat pada akta.” 

Mengenai kewenangan untuk melegalisir dan me-waarmerking, 

Ordonantie Staatblad 1916 nomor 46 jo nomor 43 menyatakan: 

Pasal 1 :  Selain Notaris, Juga ditunjuk untuk melegalisir dan me-

warmerking akta di bawah tangan adalah Bupati, Ketua 

Pengadilan Negeri dan Walikota. 

Pasal 2 ayat (2)  :  Akta di bawah tangan yang tidak dilegalisir bila mau 

dijadikan. bukti di Pengadilan, bisa di waarmerking oleh 

notaris dengan dibubuhi perkataan “ditandai” dan 

ditandatangani oleh notaris dan menyebutkan pula hari, 

bulan, sewaktu di waarmerking 

Dalam Pasal 3 Staatblad 1916 nomor 46 disebutkan suatu pengaturan 

tentang register yang harus diadakan untuk mencatat akta-akta di bawah 
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tangan itu, antara lain menentukan bahwa pembukuan dalam register itu 

memuat, antara lain: 69 

a. Nomor dan tanggal pembukuan; 

b. Nama orang yang membubuhi tanda tangan atau cap jari pada akta; 

c. Tanggal isi singkat pada akta. 

Secara ilmiah maksud dan tujuan (streking) tindakan penandatanganan 

suatu fakta hukum (rechtfeit), yaitu:70 

“suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) 
bahwa ia dengan menandatangananinya di bawah suatu tulisan 
menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai 
tulisannya sendiri.” 

Dalam praktek sering ditemukan surat-surat di bawah tangan yang 

dikuatkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu misalnya Lurah. 

Dimana dalam perjanjian jual beli rumah dan tanah misalnya, masyarakat 

sering meminta lurah untuk memberikan. penguatan sebagai yang 

“mengetahui” terhadap perjanjian mereka tersebut yang dilakukan dengan akta 

di bawah tangan. Kata “mengetahui”, di cap dan di tandanangani oleh RT, RW, 

Lurah dan Camat dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai legatisasi. 

“walaupun sejak UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 ditentukan bahwa 

jual beli tanah harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah”.71 

Legalisasi yang diperbuatnya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh undang-undang, bahkan sering juga oleh pejabat tertentu dilegalisir surat 
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di bawah tangan yang tanggal penandatangannya oleh yang bersangkutan 

jauh sebelum tanggal dilakukan legalisasi, hal ini jelas tidak sesuai dengan 

maksud dan tujuan dari legalisasi karena legalisasi ditandatangani sesuai hari 

pembuatan surat tersebut, dihadapan notaris atau pengadilan. 

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta di bawah tangan 

tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggunganjawaban atas tindakan 

tersebut. 

Berkitan dengan pertanggunganjawaban seorang notaris, tanggungan 

waba, ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasar-

kan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, 

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris 

telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, 

hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih 

harus bertanggungjawabjawab sampai hembusan nafas terakhir.  

Seharusnya, hal yang logis yaitu jika seorang Notaris, yang sudah tidak 

menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta 

lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun, dan Notaris penyimpan 

protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari minuta akta 

yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh Notaris penyimpan protokol atau 

oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol Notaris yang telah 

berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat (5) UUNJ).  



Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUJN 

tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta otentik 

yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. 

Batas pertanggungjawaban Notaris, dapat diminta sepanjang mereka 

masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan 

sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris 

dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan 

tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan kontruksi pertanggungjawaban seperti 

di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris Pen gganti, Penjabat Sementara 

Notaris atau Notaris Pengganti Khusus diminta pertangungjawabannya lagi 

setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai Notaris. 

Kontruksi pertanggungjawaban seperti ini sesuai dengan jiwa Pasal 

1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa: 

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta para ahli 
warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, 
suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.” 

 
Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol 

merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat 

bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal 

yang termuat dalam akta tersebut.  

Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan 

oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, 



yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol 

atau oleh Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi 

akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur 

biologis Notaris.  

Di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, 

terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi ini. Sebagian 

masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat di bawah tangan 

itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, dengan dalam 

perkataan surat itu dianggap seolah-alah dibuat oleh atau dihadapan notaris, 

padahal pejabat umum dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan 

tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para 

pihak itu sendiri.  

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris Notaris atas kebenaran 

akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan 

artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, 

bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu 

disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangan tersebut dengan cara 

melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika 

yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu 

membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari 

dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk 

menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. 



C. Akibat Hukum Dalam Pembuktian Di Pengadilan Dalam Hal Ada Akta Di 

bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris 

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, 

karena dalam lalulintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja 

menyediakan suatu bukti dalam membuat perjanjian yang dapat dipakai kalau 

timbul suatu perselisihan. 

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa jika seorang dengan jalan 

kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, oleh karena orang tersebut 

menghendakinya, maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah 

kehendak atau niatnya. 

Niat orang tidak dapat diketahui secara langsung, oleh karena itu maka 

di dalam pergaulan hidup, orang dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh 

sesamanya hanya dari pernyataannya saja yang diucapkan baik secara lisan 

atau yang dituliskan. 

Didalam tulisan pernyataan itulah yang mewujudkan kehendak orang 

dan oleh sebab niat orang tidak dapat diraba atau dilihat maka terikatnya 

seseorang kepada pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari niat atau 

kehendaknya. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka di dalam undang-undang diakui 

adanya keadaan mengikat; baik menurut peraturan yang tertulis, maupun 

menurut peraturan yang tidak tertulis atau adat. 



Secara teori, suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya 

oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan akan tetapi secara 

praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat 

tersebut. 

Berdasarkan pernyataan niat yang timbal balik tersebut, maka terjadilah 

suatu perjanjian dan dari perjanjian itu keluarlah hak dan kewajiban buat kedua 

belah pihak atau salah satu pihak diantaranya. 

Hak dari salah satu pihak adalah berlawanan dengan kewajiban dari 

pihak yang lainnya, maka hal ini memberikan hak untuk menuntut. Di dalam 

perjanjian yang timbal balik maka kedua belah pihak masing-masing 

mempunyai hak untuk menuntut dan masing- masing mempunyai kewajiban. 

Hal terikat kepada pertanyaan kehendak atau niat itu, adalah amat 

penting untuk digunakan sebagai bukti surat. Penggunaan bukti surat oleh 

pihak di dalam akta terhadap pihak lain mempunyai akibat lain terhadap atau 

oleh pihak ketiga. 

Hakim pada suatu persidangan sangat memerlukan adanya alat-alat 

bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan 

pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan 

kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-

hak para pihak yang berperkara secara seimbang. 

Akta yang merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam 

perkara perdata adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan 



tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu 

perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana 

dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Akta demikian ada yang sifatnya akta 

otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan. 

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang 

pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang 

menyuruh membuat akta ita. Pegawai umum yang dimaksud disini ialah 

pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai 

wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris. 

Akta otentik tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali jika dapat 

dibuktikan sebaliknya misalnya ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. 

Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan 

gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti akta otentik. 

Akta di bawah tangan berisi juga catatan dari suatu perbuatan hukum, 

akan tetapi bedanya dengan akta otentik, bahwa akta di bawah tangan tidak 

dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri. 

Kekuatan bukti  yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah 

ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan 

ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan 

yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan. 



Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui, adalah sungguh-

sungguh pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan, apa yang masih dapat 

disangkal ialah bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis 

didalam akta itu, sebab tanggal tidak termasuk isi pernyataan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan hal tersebut maka kekuatan akta di bawah tangan sebagai 

bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi pernyataan di dalamnya berbeda 

sekali daripada yang mengenai penanggalan akta itu. 

Akta di bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap 

siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya 

di dalam akta itu dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat, akan tetapi 

bahwa pernyataan. itu diberikan Pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, 

hanya merupakan suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani 

akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima 

haknya. 

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang 

menandatangani akta tersebut sudah tentu dapat mengetahui dengan pasti 

kapan membubuhkan tandatangannya dalam akta. 

Pihak ketiga yaitu orang yang tidak ikut menandatanganinya dan yang 

bukan menjadi ahli waris atau yang menerima hak dari menandatangani hanya 

dapat melihat hitam diatas putih isi pernyataan tersebut tetapi tidak akan dapat 



rnemeriksa atau meyakinkan apakah tanda tangan tersebut diletakkan pada 

tanggal yang disebutkan dalam akta. 

Akan tetapi secara material, kekuatan pembuktian akka di bawah 

tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu 

diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung 

pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan 

semata-mata adalah kekuasaan dan kewenangan hakim atau pengadilan 

untuk memutusnya Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan 

dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum 

yang sebenarnya antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau 

sengketa 

Di dalam persidangan bila yang diajukan hanya berupa akta di bawah 

tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih 

diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain 

yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta otentik dan akta di bawah 

tangan yang diakui, terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak dapat 

disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah meletakkan 

penyataan seperti yang tertulis dalam akta akta itu.72 

Perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik 

dengan suatu akta di bawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu menjadi bukti 

                                                 
72 Wawancara dengan Djoni Witanto, Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada tanggal 19 April 
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kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta 

itu, sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jika 

kemudian tandatangannya itu diakui atau dianggap sebagai diakui 

kebenarannya, adapun tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak ketiga 

mempunyai kekuatan sebagai bukti. 

Kekuatan sebagai bukti dari suatu akta baik yang otentik maupun yang 

di bawah tangan yang diakui adalah saana. Akta itu membuktikan pernyataan 

kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat 

jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta 

maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan, bahwa ia mempunyai 

hak untuk menuntut lawannya.73 Menurut ketentuan Pasal 285 RBg 

menyatakan sebagai berikut :74 

“Akta otentik, yaitu suatu akta yang telah dibuat oleh atau dihadapan 
seorang Pejabat umum yang berwenang untuk itu memberikan 
diantara para pihak dan sekalian ahli warisnya semua orang yang 
memperoleh hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa 
yang diterangkan di dalamnya, bahkan juga tentang apa yang termuat 
di situ sebagai suatu penuturan belaka; namun mengenai yang terakhir 
ini hanyalah sekedar yang dituturkan itu ada hubunganya, langsung 
dengan pokok isi akta.” 

 
Istilah “bukti yang sempurna” dalam Pasal tersebut diatas artinya bahwa 

perjanjian yang dilukiskan di dalam akta itu dianggap terbukti nyata, selama 

pihak lawan belum memberikan bukti yang sebaliknya, Selama belum ada 

bukti yang berlawanan, maka pembuktian dengan akta itu diterima sebagai 

cukup dan buat hakim akta itu adalah menentukan. 
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Dalam hal pembuktian di Pengadilan, hakim harus mengakui kekuatan 

akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti diantara pihak-pihak yang 

berselisih, meskipun hakim tidak yakin akan kebenaran isinya, akan tetapi ini 

tidak berarti menjadi suatu penghalang bagi pihak lawan untuk mengadakan 

perlawanan mengenai bukti tersebut. 

Pertama lawan dapat mengemukakan, bahwa memang benar telah 

mengadakan perjanjian yang dimuat dalam akta itu, namun tidak dengan 

sukarela, melainkan dengan paksaan, atau bahwa karena ia telah ditipu. 

Dalam hal itu, lawan mencoba menunjukkan bahwa pernyataan niatnya itu 

tidak didasarkan kepada kehendak yang bebas sehingga perjanjian itu tidak 

dapat dianggap telah terjadi secara sah menurut hukum. 

Segala yang diajukan sebagai perlawanan itu, sudah tentu harus 

dibuktikan pula menurut Pasal 283 RBg yang menyatakan : “Barangsiapa yang 

mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk 

membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan 

membuktikan hak atau peristiwa tersebut.”75 

Kedua, pihak lawan itu dapat juga mengemukakan perlawanan dengan 

mengatakan, bahwa perjanjian itu memang pernah diadakan, akan tetapi oleh 

karena sudah memenuhi kewajibannya, maka perjanjian itu sudah selesai dan 

tidak berlaku lagi, atau bahwa setelah perjanjian yang tersebut dibuat 

sebagaimana tertuang dalam akta itu, telah diadakan perjanjian lain diantara 

kedua belah pihak, yang meniadakan perjanjian pertama, atau bahwa 
                                                 

75 Ibid,  hal. 96 



perjanjian yang tersebut dimana akta itu sesungguhnya merupakan suatu 

kedok saja, dibelakang perjanjian yang pura-pura itu ada lain perjanjian, dan 

sebagainya. 

Hal-hal yang diajukan sebagai kejadian-kejadian yang sesungguhnya 

oleh pihak yang membantah bukti di dalam akta itu, sudah barang tentu harus 

dibuktikan kebenarannya, mungkin itu tidak mudah akan tetapi bagaimanapun 

pihak yang dihadapkan kepada bukti akta itu mempunyai hak untuk 

mengemukakan bukti perlawanannya. 

Pasal 285 RBg mengatakan pula bahwa akta itu menjadi bukti juga dari 

apa yang tertulis didalamnya sebagai “suatu pemberitahuan belaka” sepanjang 

ada hubungannya secara langsung dengan isi dari akta itu. 

Misalnya A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah, dimana mula-

mula tidak menjelaskan sesuatu tentang keadaan pintu belakang dari rumah 

itu. Setelah keterangan dan maksud kedua belah pihak dituliskan dan 

besarnya biaya jual beli rumah itu ditetapkan, kemudian disebutkanlah di 

dalam akta itu, bahwa A akan menyerahkan kepada B rumah tersebut diatas 

yang pintu belakangnya telah rusak. Keterangan yang sifatnya merupakan 

“pemberitahuan belaka” tentang pintu belakang rumah itu, adalah sedemikian 

erat hubungannya dengan isi akta itu, yaitu rumah yang dijadikan objek jual 

beli, sehingga kalimat tentang pintu belakang itu sekalian menjadi bukti tentang 

kerusakannya. 



Di dalam Staatblad 1867 No. 29 dimuat suatu peraturan tentang akta-

kata di bawah tangan menyatakan sebagai berikut :76 

“Sebagai surat surat di bawah tangan dipandangnya akta-akta yang 
ditandatangani di bawah tangan surat-surat register, catatan-catatan 
mengenai rumah tangga dan lain lain tulisan, yang dibuat tidak dengan 
memakai perantaraan seorang pegawai umum.” 

 
Disamakan dengan tandatangan pada surat di bawah tangan ialah sidik 

jari yang diperkuat dengan suatu keterangan bertanggal dan seorang notaris 

atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang menyatakan, 

bahwa sidik jari yang ada pada akta itu dilakukan oleh penghadap tersebut 

dihadapan notaris atau pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang, kemudian 

pegawai tersebut membukukan akta dimaksud. 

Dalam hal yang berkepentingan menginginkan, dapat pula pada surat-

surat di bawah tangan diberikan keterangan yang bertanggal oleh seorang 

notaris atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang 

menyatakan bahwa orang yang menandatangani surat itu dikenal olehnya atau 

diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu diterangkan dengan jelas kepada 

orang itu dan bahwa setelah itu akta tersebut ditandatangani dihadapan 

pegawai tersebut 

Surat-surat di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa 

surat itu digunakannya atau yang dianggap diakui menurut cara yang sah 

menjadi bukti yang cukup seperti suatu akta otentik terhadap yang 

menandatanganinya dan ahli waris mereka serta yang mendapatkan haknya 
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Dengan demikian hakim harus menganggap benar isi dari akta tersebut 

sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh lawan ketidakbenarannya. 

Seseorang terhadap siapa surat di bawah tangan itu digunakan, 

diwajibkan dengan tegas membenarkan atau memungkiri tulisanmya atau 

tandatangannya ita, akan tetapi ahli warisnya atau yang mendapat hak 

daripadanya sudah cukup dengan menerangkan, bahwa pihak tersebut tidak 

mengenal tulisan atau tandatangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang 

yang diwakilinya 

Seseorang yang tidak mengakui tulisan atau tandatangannya atau 

apabila ahli warisnya atau arang yang mendapatkan haknya menerangkan 

tidak mengenal tulisan atau tanda tangan itu, maka hakim harus 

memerintahkan supaya kebenaran dan kejelasan tentang surat itu 

diperiksanya. 

Perjanjian utang dari sepihak saja buat membayar sejumlah uang tunai. 

atau menyerah sesuatu benda, yang dapat dinilai harganya dengan taksiran 

yang tertentu harus seluruhnya ditulis sendiri oleh orang yang 

menandatangani, atau setidak-tidaknya di bawahnya, selain dari tanda tangan, 

harus ditulis dengan tangan sendiri oleh yang bertandatangan suatu 

keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang 

harus dipenuhi dengan huruf yang penuh. 



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta yang ditandatangani itu, 

jikalau dipungkiri perjanjiannya hanya dapat diterima sebagai permulaan surat 

bukti saja. 

Dalam hal jumlah yang disebut di dalam aktanya, berbeda dari jumlah 

yang dicantumkan dalam keterangan untuk menguatkan itu, maka perjanjian 

itu akan dianggap sampai jumlah yang terkecil diantaranya, apabila akta itu 

ditulis dengan tangan sendiri oleh orang yang mengikat dirinya kepada 

perjanjian tersebut, terkecuali jika orang dapat membuktikan pada bagian 

manakah dari isi akta itu telah terjadi kekeliruan. 

Akta di bawah tangan sepanjang tidak dibubuhi keterangan, mengenai 

pertanggalannya terhadap pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan lebih jauh 

daripada hari bulan tatkala akta itu diberi keterangan dan dibukukan menurut 

Ordonantie Staatblad 1916 No.46 atau dari hari bulan sejak mana adanya akta 

itu dipersaksikan kepada akta-akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum, 

atau dari hari bulan sejak mana pihak ketiga terhadap siapa akta itu digunakan 

telah mengakui adanya akta itu dengan tulisan. 

Seorang Penggugat yang hendak membuktikan suatu peristiwa tertentu, 

maka orang tersebut dapat menerangkan peristiwa tersebut dihadapan hakim 

di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya dengan mata 

kepala sendiri tentang hal yang dipertentangkan tersebut yang tidak sesuai 

dengan isi dari perjanjian. 



Menurut ketentuan dalam RBg, dalam acara perdata hakim terikat pada 

alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil 

keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang 

saja. 

Alat alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-

undang tertuang dalam bunyi Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata.Alat 

bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan 

yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah 

pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. 

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan 

akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi 

lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. 

Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang 

menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan 

sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian 

akta maka surat harus ditandatangani. 

Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata 

dari Pasal 1869 KUHPerdata, dimana bila akta dibuat oleh orang yang tidak 

berkuasa atau tidak cakap atau akta tersebut bentuknya cacat maka bukanlah 

akta otentik melainkan mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan 

jika ditandatangani aleh para pihak. Dengan demikian maka karcis kereta api, 

recu atau sebagainya tidak termasuk akta. 



Keharusan adanya tandatangan tidak lain bertujuan untuk membedakan 

akta yang satu dari akta yang lain atau dan akta yang dibuat orang lain. Jadi 

fungsi tandatangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk 

mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat 

diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, maka nama atau tandatangan yang ditulis dengan 

huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak 

menampakkan ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat. 

“Penandatanganan ialah membubuhkan nama dari sipenandatangan 

sehingga membubuhkan Paraf, yaitu singkatan tandatangan saja dianggap 

belum cukup.”77 

Dalam hal terdapat perbedaan tandatangan hal ini sepenuhnya 

diserahkan kepada hakim tanpa diperlukan mendengar saksi ahli. Surat yang 

ditandatangani oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan dalam 

hukum tidak dapat diajukan sebagai bukti. 

Seorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa orang tersebut 

tertipu oleh pihak lain telah meletakkan tanda tangannya di bawah suatu 

perjanjian tanpa membaca surat perjanjian itu terlebih dulu:78 

“Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu akta di bawah tangan 
ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu 
keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain 
yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat 
tersebut mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu 
diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan 
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dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di 
hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUHPerdata, Stb.1876 no.29 
dan Pasal 1286 RBg).” 

 
Pengesahan sidik jari yang lebih dikenal dengan legalisasi ini berbeda 

dengan legalisasi (pengesahan menurut undang-undang) dari akta kelahiran 

dimana pengesahan tandatangan pegawai pencatatan sipil yang tercantum 

dalam akta kelahiran tersebut dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri. 

Pada hakekatnya pengesahan akta kelahiran oleh hakim baru 

diperlukan apabila diragukan sahnya tanda tangan pegawai pencatatan sipil 

(Stb. 1899 no. 25 Pasal 25, Stb 1917 no. 130 Pasal 27, Stb. 1920 no. 751 

Pasal 22, Hoge Raad 22 Juni 1908 W 8735). 

Akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitas causa), yang berarti 

bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu 

perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.. Disini akta merupakan syarat 

formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu 

perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat 

formil ialah Pasal 1610 KUHPerdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 

1767 KUHPerdata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 

1851 KUHPerdata tentang perdamaian. Untuk itu semuanya diisyaratkan 

adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta 

otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdata tentang melakukan sumpah 

oleh orang lain. 



Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat 

bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian 

dikemudian hari. 

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat 

sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti 

dikemudian hari. 

Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan 

pembuktian dari pada akta dapat dibedakan sebagai berikut :79 

1. Kekuatan pembuktian lahir. 
Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan 
pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir apa yang tampak pada 
lahirnya, Yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta 
dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti 
sebaliknya. 
 

2. Kekuatan pembuktian formil 
kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan : benarkah 
bahwa ada pernyataan? Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan 
atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di 
bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian 
tentang peristiwa bahwa Pejabat dan para pihak menyatakan dan 
melakukan apa yang dimuat dalam akta 
 

3. Kekuatan pembuktian materiil 
Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan : benarkah isi 
pernyataan di dalam akta itu? Jadi kekuatan pembuktian materiil ini 
memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian 
tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan 
melakukan seperti yang dimuat dalam akta. 
 
Menurut Pasal 285 RBg maka akta otentik bagi para pihak dan ahli 

warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti 

sempurna, tentang apa yang termuat didalamnya dan bahkan tentang yang 
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terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya 

sepanjang yang dituturkan ita ada hubungannya langsung dengan pokok akta 

Dalam hal yang diterangkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan 

langsung dengan pokok akta menurut Pasal 1871 KUHPerdata, hal itu hanya 

akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Selanjutnya menurut Pasal 

1872 KUHPerdata apabila akta otentik yang bagaimanapun sifatnya diduga 

palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan. 

Pada Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas acta 

publica probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak 

sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, 

maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai 

terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tandatangan pejabat dianggap 

sebagai aslinnya sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya 

terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. 

Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau 

keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak 

saja, dan sebagai alat bukti maka akta atentik baik akta pejabat maupun akta 

para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir. 

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari pada apa 

yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Dalam hal ini yang telah pasti 

ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan para 

pihak. Pada akta pejabat tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para 



pihak, pejabatlah yang menerangkan seluruh isi dari pada akta tersebut 

dimana keterangan demikian sudah pasti bagi siapapun. Sedangkan pada akta 

para pihak bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat 

menyatakan semua apa yang tercantum diperbuat dan ditandatangani para 

pihak. 

Kekuatan pembuktian materiil akta otentik atau akta pejabat, tidak lain 

adalah untuk membuktikan kebenaran tentang apa yang dilihat dan dilakukan 

oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang 

bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa apa yang diterangkan para 

pihak telah pasti terlepas daripada kebenaran isi keterangan tersebut. Disini 

pernyataan dari para pihak tidak ada, kebenaran dan pernyataan pejabat serta 

bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada 

umumnya akta pejabat itu mempunyai kekuatan pembuktian materiil. 

Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang tidak lain 

merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai 

dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan 

sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, 

lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak, dimana bagi para pihak 

dan yang memperoleh hak daripadanya, akta ini merupakan bukti sempurna. 

Semua akta partij mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Bagi kepentingan 

dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian materiil ini diserahkan kepada 

pertimbangan hakim. 



Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan, 

orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan 

membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli 

warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan 

tandatangan tersebut. 

Dalam hal tandatangan itu dipungkiri, maka hakim harus 

memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa Apabila tandatangan diakui 

oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan 

dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu 

tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tandatangan pada akta di bawah 

tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan. 

Akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. 

Kalau tandatangan pada akta di bawah tangan itu diakui oleh yang 

bersangkutan, maka akta itu merupakan bukti sempurna yang berlaku 

terhadap para pihak yang bersangkutan, sedangkan terhadap pihak ketiga 

akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. 

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil kalau 

tandatangan pada akta tersebut telah diakui. Itu berarti bahwa keterangan atau 

pernyataan diatas tandatangan. itu adalah keterangan atau pernyataan 

daripada si penandatangan. Jadi apabila seorang telah menandatangani suatu 

surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan 

kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat 



dianggap secara sah. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan 

ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik. 

Berdasarkan hal tersebut, maka telah pasti bagi siapapun bahwa 

sipenandatangan menyatakan seperti yang terdapat diatas adalah 

tandatangannya 

Kekuatan pembuktian materiil dari akta di bawah tangan menurut Pasal 

1875 KUHPerdata, maka akta di bawah tangan yang diakui oleh arang 

terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut 

undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang 

yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti 

akta otentik. Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam akta di bawah 

tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi 

keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. 

Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna 

demi keuntungan orang kepada siapa si penandatangan hendak memberi 

bukti, sedangkan terhadap pihak lain kekuatan. pembuktiannya adalah bebas. 

Dalam RBg maupun KUHPerdata tidaklah mengatur tentang kekuatan 

pembuktian daripada surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang 

bukan akta hanya disebut dalam Pasal 1874 KUHPerdata. 

Di dalam Pasal 1881 KUHPerdata dan Pasal 1883 KUHPerdata diatur 

secara khusus beberapa surat-surat di bawah tangan yang bukan akta yaitu 



buku daftar, surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh 

seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. 

Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan 

kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata). 

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka bagi hakim telah 

diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang 

mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah 

surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum 

dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah 

surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak 

tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan 

terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan 

pejabat umum tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tangan yang telah 

memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian 

karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap 

sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya 

terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, 

akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.80 

Menurut penulis, jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk 

pembuktian, maka tentu saja lebih kuat Legalisasi daripada Register 

                                                 
80 Wawancara dengan Agus Widodo, Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada 

tanggal 19 April 2010 



(waarmerking). Ada dokumen-dokumen tertentu yang akan digunakian sebagai 

kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor 

Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan 

bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar 

atas nama suaminya dan lain sebagainya. Kalau surat/dokumen tersebut tidak 

dilegalisir oleh notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima 

sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau jual beli yang dimaksud. 

Terpaksa pihak yang bersangkutan harus membuat ulang persetujuan dan 

melegalisirnya di hadapan notaris setempat. 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

4. Praktek legalisasi oleh Notaris bahwa legalisasi merupakan pengakuan 

mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga akta di bawah tangan 

yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim 

mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak yang 

bersangkutan dan terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini para 

pihak yang namanya tercantum dalam surat itu dan membubuhkan 

tandatangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para 

pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya 

telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak 

membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum yang 

bersangkutan dan dihadapan saksi-saksi. 

5. Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang 

dilegalisainya adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa 

yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. 

Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus 

mengenal orang yang menandatangan tersebut dengan cara melihat tanda 
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pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang 

melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu 

membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, 

hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai 

wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. 

6. Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta dibawah 

tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak 

yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta 

di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi 

keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi 

bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah 

bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian 

yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya 

berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya ( Pasal 1881 ayat (2) 

KUHPerdata ). 

 

B. Saran-Saran 

1. Setiap perjanjian atau perikatan yang menyangkut pihak, sebaiknya dibuat 

dengan akta yang natariel sehingga pembuktiannya bila kelak diperlukan 

mempunyai kekuatan bukti yang pasti dan akurat. 



2. Pembuatan dengan akta otentik membantu hakim dalam memberikan 

keputusannya karena suatu akta yang natariel, isinya adalah netral dan 

tidak berpihak, dan notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan. 

3. Pada surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan sering terjadi penekanan 

terhadap pihak yang sangat membutuhkan, tidak ada keseimbangan 

karena dibuat oleh para pihak sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian di buat di 

hadapan notaris. 
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